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DESIGN BESAR OPINI PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN

Untuk mengetahui standar kualifikasi dan kinerja pemberi layanan publik sehingga
dapat memberikan pelayanan yang baik serta melihat pemenuhan sarana
prasarana pendukung yang dapat menunjang pelayanan publik yang sesuai dengan
UU No. 25 Tahun 2009

• Kompetensi Penyelenggara
• Sarana Prasarana

Untuk mengetahui mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna
layanan dalam menyelesaikan persoalan

Pengelolaan Pengaduan

Untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan
yang diselenggarakan sehingga memberikan kualitas pelayanan
yang baik

Standar Pelayanan

Untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan terkait
penyelenggaraan pelayanan publik di unit penyelanggara
layanan

Persepsi Maladministrasi

Dimensi
& 
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Input

Proses

Output

Pengaduan



Dimensi dan Indikator 

DIMENSI BOBOT

I.   INPUT 

21,85%Terdiri dari 2 variabel (Kompetensi Pelaksana

sebanyak 5 indikator dan Sarana Prasarana

sebanyak 8 indikator)

II.   PROSES

32,37%Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Kepatuhan)

dengan jumlah 11 indikator

III.   OUTPUT

24,24%Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Persepsi

Maladministrasi sebanyak 5 indikator)

IV. PENGADUAN

21,54%Terdiri dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan

sebanyak 7 indikator)

TOTAL 100,00%

Pembobotan Dimensi
NO INDIKATOR

I. Input (Kompetensi Pelaksana 5 indikator dan Sarana Prasarana 8 

indikator)

1 Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan

2 Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan

3 Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman

4 Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi

5 Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan

6 Frekuensi Pengawasan Internal

7 Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)

8 Ketersediaan kegiatan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan

9 Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

10 Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana

11 Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan

12 Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan

13 Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus

Dimensi Input

Ket: Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi



Dimensi dan Indikator 

Dimensi Proses Dimensi Output

NO INDIKATOR

II. Proses (Penilaian Kepatuhan 11 indikator)

1 Ketersediaan Persyaratan

2 Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur

3 Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian

4 Ketersediaan Biaya/Tarif

5 Ketersediaan Produk Pelayanan

6 Maklumat Layanan (Publikasi dan Substansi/Kualitas)

a. Publikasi Maklumat

b. Substansi/Kualitas Maklumat

7 Pelayanan Khusus

8 Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan

9 Ketersediaan Moto Pelayanan

10 Ketersediaan Atribut

11 Ketersediaan Pelayanan Terpadu

III. Output (Penilaian Persepsi Maladministrasi 5 indikator)

1 Penundaan berlarut

2 Permintaan imbalan

3 Penyimpangan prosedur

4 Tidak kompeten

5 Tidak patut

Dimensi Pengaduan

NO INDIKATOR
IV. Pengaduan (7 indikator)

1
Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan 

pengaduan
2 Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan

3
Pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan 

pengaduan
4 Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola

5
Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara 

pengelolaan pengaduan
6 Jangka waktu penyelesaian pengaduan

7 Pelaksanaan penyelesaian pengaduan
Ket: Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi

Ket: Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi

Ket: Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara



Persyaratan layanan

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Semakin lengkap ketersedian 

informasi persyaratan secara 
elektronik dan non elektronik 
maka mendapatkan nilai 
maksimal



Sistem, Mekanisme, Prosedur

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Semakin lengkap ketersedian informasi system, 

mekanisme dan prosedur secara elektronik dan 
non elektronik maka mendapatkan nilai 
maksimal



Biaya, Tarif Layanan

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Semakin lengkap ketersedian informasi biaya, 

tarif layanan secara elektronik dan non 
elektronik maka mendapatkan nilai maksimal



Jangka Waktu Penyelesaian

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Semakin lengkap ketersedian informasi jangka 

waktu penyelesaian secara elektronik dan non 
elektronik maka mendapatkan nilai maksimal



Produk Layanan

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat 

kumulatif
2. Semakin lengkap 

ketersedian informasi 
jangka waktu 
penyelesaian secara 
elektronik dan non 
elektronik maka 
mendapatkan nilai 
maksimal



Hal-hal yang perlu dimuat dalam 
Maklumat Pelayanan adalah: 

1. Pernyataan janji dan 
kesanggupan untuk 
melaksanakan pelayanan 
sesuai dengan Standar 
Pelayanan. 

2. Pernyataan memberikan 
pelayanan sesuai dengan 
kewajiban dan akan 
melakukan perbaikan secara 
terus-menerus. 

3. Pernyataan kesediaan untuk 
menerima sanksi, dan/atau 
memberikan kompensasi 
apabila pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat Layanan

Ketentuan:
1. Publikasi:

Semakin lengkap ketersedian 
informasi maklumat layanan secara 

elektronik dan non elektronik maka 
mendapatkan nilai maksimal

Ketentuan:
2. Subtansi/ kualitas:

harus sesuai dengan Permenpan 
RB Nomor 15 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Standar 

Pelayanan



Pelayanan Khusus

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Pelayanan khusus dapat berupa: 

kunjungan ke rumah, petugas khusus, 
prioritas antrian, penyuluhan khusus, 
pendampingan khusus.



Visi dan Misi 

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Semakin lengkap ketersedian 

informasi visi dan misi secara 
elektronik dan non elektronik 
maka mendapatkan nilai 
maksimal



Motto Layanan

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Semakin lengkap ketersedian informasi motto layanan 

secara elektronik dan non elektronik maka 
mendapatkan nilai maksimal



Atribut Petugas Pelayanan

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif atas 

kelengkapan Atribut Petugas 
Pelayanan

2. Atribut Kelengkapan Pelayanan 
antara lain:

- Baju Seragam
- Id Card
- Papan Nama
- Nama Dada
- Nama Meja

3.     Dalam penilaianan atribut 
Kelengkapan tidak  harus 

dimiliki oleh satu Petugas, namun 
kelengkapan tersebut dapat 
diakumulasikan kepada 

Petugas yang lain.



Pelayanan Terpadu 

Ketentuan:
1. Penilaian mendapatkan nilai 

maksimal, apabila Dinas/ OPD 
dalam memberikan pelayanan 
berada di Mall Pelayanan Publik 
atau DPMPTSP;

2. Apabila dalam memberikan 
pelayanan masih di Kantor Dinas/ 
OPD masing-masing, maka bobot 
nilai yang didapat juga berbeda.

3. Untuk Polres, apabila pelayanan 
berada di SPKT atau MPP Polres, 
maka bobot nilai keterpaduan 
maksimal (5), tapi jika terpisah 
dengan SPKT maka nilainya 0 (nol)



Penilaian Persepsi Maladministrasi

Output (Penilaian Persepsi Maladministrasi 5 indikator)

1 Penundaan berlarut
2 Permintaan imbalan
3 Penyimpangan prosedur
4 Tidak kompeten

5 Tidak patut

Tujuan:
Untuk mengetahui persepsi dari pengguna
layanan terkait penyelenggaraan
pelayanan publik di unit penyelanggara
layanan

Responden: 
wawancara 30 orang pengguna pelayanan 
pada Pemda yang tersebar pada 5 OPD dan 2 
Puskesmas
Kriteria Responden yaitu meliputi usia 
minimal 17 tahun dan/ atau Pendidikan 
minimal sederajat SMA.



KEWAJIBAN PENYELENGGARA
(PASAL 2 PERPRES NO. 76 TAHUN 2013)

1. Mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola 
pengaduan.

2. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan.

3. Menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap 
pengaduan.

4. Menyalurkan pengaduan yang bukan wewenangnya kepada 
penyelenggara lain yang berwenang.

5. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan.

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.



MEKANISME PENGELOLA PENGADUAN
(PASAL 8 PERPRES NO. 76 TAHUN 2013)

1. Penerimaan,

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan

b. Pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu.

2. Penelaahan dan pengklarifikasian,

a. Identifikasi masalah, 

b. Pemeriksaan substansi pengaduan, 

c. Klarifikasi, 

d. Evaluasi bukti, dan 

e. Seleksi

3.   Penyaluran pengaduan, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi  kewenangannya.

4.   Penyelesaian pengaduan, 

a. Penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan  penyelenggara, 

b. Pemantauan, 

c. Pemberian informasi kepada pengadu, 

d. Pelaporan tindak lanjut, dan 

e. Pengarsipan.



KATEGORI NILAI

Interval Nilai Kategori

88.00 – 100 A

78.00 - 87.99 B

54.00 - 77.99 C

32.00 - 53.99 D

0 - 31.99 E

Terhadap penyelenggara pelayanan yang pernah menerima hasil pengawasan Ombudsman berupa

Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), atau Rekomendasi, pada

hasil penilaian akhir akan diberikan catatan tambahan atas pelaksanaan hasil pengawasan tersebut.

Catatan: Data LHA, LAHP, atau Rekomendasi diambil dalam kurun waktu 3 tahun (2019, 2020, dan 2021)



Terima Kasih


